
PROVIITSI KAIIAfrANTAIT SETATATT

I{EPUTUSAN BUPATI BALITXGAIT
ISOIIOR 183-45/ 54e lK;wm TAIIUil 2,AL7

TENTAITG

IZIN LIITGKI'ITGAN I(EGIIATAN PEMBANGUT{Ail SALI'RAN UDARA

TEGAITGAIV 
,rIIIGGI 15O KV PARITTGIIT UTCOMER DAIT GARI}U INDUK

15O KV PARIITGII{ KTPADA PT. PLil UITI? IilDUK PEMBAISGUI{AIT

I(ALIIiIAIITTAIT BACIAIT TEISGAII

Menimbang : a.

BUPATT BAL/INGAIY'

bahwa sehubungan adanya surat permohonan

e"ti PT. PLN (P?rsero) Unit Induk Kalimantan

Bagian Tengah, Nomor :

liTzj tu,n 0 1 .0 1 /UIP.KALTENG/ 20 17 Lampiran

i"it ' trt Ekspemplar Perihal- Permohonan lnn
iil;d*** aan pimeriksaan Dokumen UKL-UPL

Srfr t5o t<v Paringin Incomer rlan GL lso kv
F*ti"Si" 30 MVA ta"gg"l O9 Juni 2017 dan Surat

iekoirendasi dari -Kepala Dinas Lingkungan

Hid;p Kabupaten Balangan Nomor 660 123

7oi-in-eL} haLT tanggal '{uli 2017 Perihal

h*to*"tta"*i Kelayakan Lingkungan UJ(L-UPL

iaffi"tan iemuatgunan-suTT 15o kv Paringin

i*l*r, dan GI t{O t<V paringin pT. PLN (Persero}

Unit Induk Kalimantan Bagian Tengah;

lPerserol Unrt rnouK hallrlariran Lagrau 'rcrr6anr

i'""S berlokasi di Desa Lingsir Kecamatan

i,".i?rgi" Selatan Kabupaten -p{angan 
merup-akan

kegiatan yang wajib memiliki, Dolanmen Upaya

feigetotaan l,inglrungan dan Upaya Pemantauan

Lingkungan {UKL-UPL};

bahwa berdasarka:r pertimbangan sebagaimana

aimatsua dalam huruf a dan huruf b' perlu

*"""t*pf."t Keputusan- Bupati tentang lzin
i,i"sk""g* Kegiatan l:T}3:nerl"1l- !d:"*
Udara fegangan"tittggi {S{T T} 15O kV Paringin

rn"o*"r fan-carduT"ai* (GI)15o tJ rqinsin
ii"p"a" PT. PLN (Perselo| 

- 
Unit .lldt-tk

i;"ilur"s,r"an Kalimantan Bagian Tengah_di Desa

Lingsir 
-Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten

Balangan;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OOg tentang

Pembeitukan 
-Kabupaten Tanah Bumbu dan

KabupatenBalangandiProvinsiKalimantan
$;i;t"; {Lembarai Negara Republik rndonesia

tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Norno'r 4265);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

feiena[afistrikan {Lembaran Negara Republik

Indonefia Tahun 2OAg Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO9 tentang

P;il;;?.fian din Pengelolaan Lingkungan l1d"p
(t eribaran Negara Ripublik Indonesia Tahun

ZOO9 Nomor t+O, Tambahan Letrrbarcrr Ncgara

Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2QI4 tentang

Pemeriitahan iaerah (Lembaran Negara Tahun

ZOl3 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

nlpuUfit Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

i"fif, diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 ?ahun 2015 tentang Pen:bahan Kedua

Aa;; Undang-Undang Nomor 23 Tahun zal4
tentang Pernerintah Daerah (Lemba13n Negara

ilil;ltk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OL2

l""t""g Izin Kegiatan Usaha ?enyediaaS fenaga
l,iut L- {Lembaian Negara Republik Indo:nesia

Tahun zOtZ Nomor i8, Tambahan Lembaran

nl"io" Republik Indonesia Nomor 528U

sedagaimana tetah diubah dengan Peraturan
pemJrintah Nomor 2g Tahun 2AL4 (Lembaran

i{;;;;; Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 75'

failUfran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5530);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun zAn
ientang lzin Lingkungan (Lembaran Negara

il"p"Uiif. Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 48'
famUatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5285h

peraturan Menteri Negara Lingkungan_ Hidup

llo*ot O5 Tahun 2Ol2 tentang Jelis Rencana

Usaha dan/atau Kegiatan yry.g lvajib Memiliki

Analisis Mengenai iampak Lingkungan tfup
(gerita Negara Republik Indonesia Tahun zALz

Nomor 99AL

2.

e

4.

5.

6.

7.



8.

9.

10.

11.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
ll"*ot L6 Tahun 2OL2 tentang Pedoman
p""i"""an Dokumen Lingkungan tilyf perita
Neglra Republik Indonesia Tahun 2AL2 Nomor

eeO);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor O8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana
penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

Hidup Serta Penerbitan Izin LingkuryT (Berita

Negaia Republik Indonesia Tahun 20L3 Nomor

r2561;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6

Tahun 20 1.4 tentang lzin Lingkungan (Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2AL4 Nomor

A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Nomor lOU;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14

Tahun }OLO tentang Pembentukan dan Susunan

ferangtat Daerah pembaran Daerah Kabupaten

e"l""E* Tahun b,arc Nomor L4, Tambahan

Lembiran Daerah Kabupaten Balangan Nomor

123);

MEMUTUSI(AIT :

KEPUTUSANBUPATITENTANGIZINLINGKUNGAN
XECIATEN PEMBANGUNAN SALURAN UDARA

TgcaNoeNTINGGIISokVPARINGININC0MERDAN
CENPU INDUK 15O KV PARINGIN KEPADA PT' PLN

uNITINDUKPEMBANGUNANKALIMANTANBAGIAN
TENGAN.

Memberikan lzin Lingkungan kepada :

Nama Perusahaan PT. PLN (Persero| Unit Induk
Pembangunan Kalimantan
Bagian Tengah

Penyediaan Tenaga Listrik

Jl. Mistar Cokrokusomo
KM. 39 Kota Banjarbaru Kal-
Sel 70733 TelePon {051U
4777571,6?4957 1 Fax
ro511) 674990,0
bmail: 

juip.kalimantan.teneah(Anrnail'com

Desa Lingsir, Kecarnatan

MenetaPkan

KESATU

Bidang Usaha

Alamat Karrtor

Paringin Selatan, KabuPaten
Balangan, Kalimantan Selatan'

l,okasi Kegiatan



9739539.000327947.AOO
9739420.727328108.281
9739319.927328034.361
9739433.L99

KEDUA

KETIGA

KEEMPA?

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Izin Lingkungan ini
dan/atau kegiatan,

Ruang Lingkup kegiatan 9d?* yzir' lingkungan lnl

*""furrp - keselurihan kegiatan yang tercantum

a"f"* Dok *"r, UKL-UPL Kegiatan mbTgunan
Saluran Udara tegangan Tinggr (FUTI. 1,50 kV

Paringin Incomer X;;" Gardu lnaut (GI) 150 kV

Paringin.

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan

Kalimantan Bagi; Tengah dalarn melaksanakarr

ii.si"l*"v" t *r-li" *"*"nlhi persyaratan lain seperti :

t. tzin Usaha Zaiiatau id; hinnya yang terkait

dengan kegiatan;
2. lztn PPLH ,"i'S terkait dengan pengelolaan

lingkungan hiduP'

Instansi Pemberi lzin wajib memperhl{kan iz,ln

iilgk""g." sebagai syarat penerbitan izin dalam

;;tk#;"" k;;il"" "sebagaimana tercantum pada

diktum KBTIGA KePutusan mr'

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan

Kalimantan
iilgi."-- i""e"h dalam melaksanakan kegiatannya

harus*"*"rrrrhikewajibanmelakukanPengelolaan
i,i"sk""ir" Hiat p d;n Pemantauan Lingkungan

ffi?;t ;aagaimana tercanrum dalarn Tabel Matrik

i;;y" e*t f"tot^rt Lingkungan Hidup - 
dan Upaya

pJri""t"""ti l,i"et""s"J Hia"p padl 
"D"olmmen 

UKL-

UPL yane *.*;ukd lagian t'l+ tidak terpisahkan

dari Keputusan Bupati Balangan rru'

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud padl diktum

KELIMA, p"rr*rrggut g |t*ttt usaha dan/atau kegiatan

;;j* ;"i*"tff Pingelolaan Dampak- Lingkungan

ffi;." - f"rra"tt*,t Jo"i"r ekonomi dan institusi

sebagaimana aimat<sua dalam Tabel Matrik Upaya

Pengelolaan Lingl'r:ungan-. " 
Hidug 

- 
d.an Upaya

Pemantauan l,inff-rnga; Hidup pada Dolrumen UKL-

UPL.

Penerbitan lzir. Lingkungan sebagaimana dimaksud

;;a; 
-diktum -i(Eri6A 

#ajib mencannrmkan segala

X"t-y*"t " aan t<ewajiban -yang - lergantum dalam

Tabel Matrik 6'y" elngetotaan Lingkungan Hidup

dan upaya p"ilLt"t'ari Lingkungan Hidup pada

Dokumen UKL-UPL'

berlaku sarna dengan izin usaha

apabila terjadi Perubahan atasKEDEI,APAN



KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABEI"AS

KETIGABELAS

usaha danl ataukegiatannya, maka penanggung jawab

melaporkanrw" 
-tJpaaa eun"ti natangan melalui

K;;t;-t";-" 1-tngdngan 
Hidup f(abuparen Bar'angarr

serta menga3ukln lermohonan perubahan iztrt

lingkungan sebagaimana peraturan perundang

uttd^ttg"t, Yang berlaku'

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatp adalah

PT. Fix - iPersero) Unit Induk Pembangunan

Kalimantan Bagian Tengah'

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Persyaratan dan

Kewajibao *eU#*ana dimaksud dalam Tabel Matrik

&;y- p"t s"t"i""" Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantau"" 1,i"fr'nga; Hidup qada Dokumen UKL-

UpL secara rutiri setilp enam bulan sejak Keputusan

Bupati Balangan ini ditetapkan' yaltrr Keryda:

1. Cubernr-i-f"fi*""t t S*titan up' Kep{a Dinas

l,ingkungan Hia'p Provinsi Kalimantan Selatan;

2. r"ixi B-al,angan ilp' Kepala Dinas Lingkungan

Hidup KabuPaten Balangan'

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Persyaratan dan

Kew4iiban ."U"F*ary Aimafcsud dalam Tabel Matrik

;;;fr- t; ns"{i[i"" Linskungan niap. dan upava

Pemantauan il;;t-'"t"" Hidup gada r)okumen UKL-

UPL secara rutiri setiap enam bulan sejak Keputusan

Bupati BalangJ iti ai't"ttpt*t" kepada instansi yang

membidangi sebagaimana tercantum Tabel Matrik

Pemantau"" Li;A;"i*'" Hidup pada Dokumen UKL-

UPL.

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan

;ffi-"Vt*:"ai 
-J**p"t 

- 
lingkungan-. hidup diluar

dampk yang dikeloL sebagdimana dimaksud dalam

Matrik Upaya 
-i;""g.Llaan Lingkungan .Hiduf dan

Upaya p"manLuan Lngkungan Hidup pada Dokumen

UKLUPL, r""*ggu;g iawab usaha dan/atau kegtatan

wajib *"r"po-tjLt' 
- -. kgr,ada instansi terkait'

sebagaimurr*'-di*uk"t*d dalam dikflrm KESEPULUH

KePutusan ini.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetaPkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal tg!&t W
BUPATI BAI,AN(}AII'


